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WALIKOTA PALEMBANG

PER ATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR ^ TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSJ SERTA
TATA KERJA, SEKRETARTAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG ,

Memmbang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pass! 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, pcrlu mcnctapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kcdudukan, Susunan Grganisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja, Rekretariat Daerah Kota
Palembang dan Staf Ahli Walikola.

Mengingat: L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1059 tentang
Pcmbcntukan Daerah Tlngkat II dan Kota FTaja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah,.,
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5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (I.embaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATU RAN VVALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA KERJA,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG DAN STAR AH LI
WA LI KOTA

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini , yang dimaksud dcngan:
1. Kola adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerinrah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
1, Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekrelariar Daerah adalah SekreLariat Daerah Kota

Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan

bidang tugasnya,

3. Bagian adalah Bagian pada Sckretariat Daerah Kota
Palembang.

9. Sub Bagian adalah Svib Bagian pada Sekretariat Daerah
Kota Palcmbanang.

10. Pimpinan adalah Walikota dan Wakil Walikota.

11. Peraagkat Daerah Kota adalah Unsur Pembantu Walikota
dan Dewan Pervvakilan Rakyat dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kota.

12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Palembang.

BAR 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

( 1 ) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipirnpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab
kepada Walikota.
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(3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun
kebijakan dan pengkoordiriasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif .

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja

Perangkat Daerah;
c. pemanrauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

Negara pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah , terdiri dari:
a. Sekretans Daerah.
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

membawahi:
1. Bagian Pemerintahan , membawahi:

a. Sub Bngian Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
b. Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kclurahan;
c. Sub Bagian Pcrtanahan dan Batas Wilayah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a. Sub Bagian Agama dan Sosial ;
b. Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Sub Bagian Pendidikan , Kebudayaan , Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga.
3. Bagian Hutnas membawahi:

a. Sub Bagian Bina Hubungan Media;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan;
c. Sub Bagian Data dan Informasi.

4. Bagian Protokol, membawahi:
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
b. Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan;dan
c. Sub Bagian Protokol dan Acara.

c. Asisten Perckonomian dan Pcmbangunan, membawahi:
1. Bagian Administrasi Pemba ngunan, membawahi;

a. Sub Bagian Pckerjaan Umum dari Penataan Ruang;
b. Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman;
c. Sub Bagian Perhubungan , Komunikasi dan

Informasi.
2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

membawahi:
a. Sub Bagian Tenaga Kerja, Perindustrian,

Perdagangan , Koperasi dan UKM;
b. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kebersihan ,

Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan

c. Sub Bagian...

% «1 $



A

c. Sub Bagian Penanaman Modal dan Perusahaan
Daerah.

3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,
membawahi:
a. Sub Bagian Pembinaan Pengelola Barang dan Jasa ;
b. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ;
c. Sub Bagian Informasi dan Sengketa Barang dan

Jasa.
d. Asisren Administrasi Umum. membawahi:

1. Bagian Umum, membawahi;
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Perlcngkapan;
c. Sub Bagian Rumah Tangga;
d. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.

2. Bagian Administrasi Kcuangan , membawahi:
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
e. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia , membawahi:
a. Sub Bagian Perundang-Undangan;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. Bagian Organisasi dan 'fata Laksana , membawahi:
a . Sub Bagian Kelembagaan , Kepegawaian dan

Analisa Jabatan;
b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik ;
c. Sub Bagian Akuntabiliras dan Reformasi Birokrasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang
berada di bawah dan berranggung jawab kepada Sekretaris
Dacrah melalui Asisren.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan berranggung jawab kepada Kepala
Bagian.

(4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGS1

Bagian Kesatu
Sekretariat Dacrah

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menvusun kebijakan dan pengkoordinasi administratif terhadap
pclaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan
administratif.

Bagian Kecua...
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Bagian Kedua
Asisren Pemcrintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat mempunyai
tugas membantu Sekretaris Dacrah dalam perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
administrasi, pemantauan, dan cvaluasi bidang
Pemcrintahan dan Kescjahteraan Rakyat;

(2) Unt.uk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Pemcrintahan dan Kescjahteraan Rakyar
mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah kota

di bidang pemerintahan dan kescjahteraan rakyat;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

sesuai lingkup koordinasinya;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah kota di bidang pemerintahan dan
kesejahrevaan rakyat;

d. peiayanan administrarif perangkat daerah sesuai dengan
lingkup koordinasinya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal 6

(1) Bagian Pemerintahan, mempunyai tugas memfasilitasi
perumusan kebijakan, koordtnasi program dan peiayanan
urusan pemerintahan mcliputi administrasi pemerintahan,
kerjasama pembinaan kecamatan dan kelurahan,
pertanahan dan betas wilayah.

{2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), Ragian Pemerintahan, mempunyai Fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

pemcrintahan;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

pemerintahan;
c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

pcxncrimahan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan knordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/instansi lain di bidang pemerintahan;dan
f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan iungsinya.

! - ' Pasal 7..
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Pasal 7

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerja Sama ,
mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan di bidang

pemerintahan umum dan kerjasama;
b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang

pemerintahan umum dan kerjasama;
c. meinfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan bidang

forkompanda, kerjasama dan pemilihan umum;
d. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan prasarana

fasilitas pemerintahan;
e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaporan

penyelenggaraan urusan pemerintahan;
f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan

penyelenggara otonomi daerah , penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembamuan;

g. memrasilirasi penyelenggaraan kegiatan Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKKSI);

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
pemerintahan umum dan kerjasama;

i. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
pemerintahan umum dan kerjasama;

j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkaii untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja;dan
l. melaksanakan txigas-tugas lain yang diberikan oleh

Kcpala Ragian Pemerintahan .

(2) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan,
mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan di bagian

pembinaan kecamatan dan kelurahan;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi

hubungan an tar kecamatan / kelurahan di wilayahnya;
c. mengkoordinasikan perurnusan kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
mcncakup urusan kota menetapkan kebijakan
pembinaan kecamatan dan kelurahan;

d. memfasilitasi pembinaan peningkatan kapasitas
Kecamatan dan Kelurahan;

e. melakukan koordinasi dalam penjelasan konflik antar
kecamatan dan/atau kelurahan di daerah;

f. melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap usulan
pembentukan, penghapusan dan penggabungan
kecamatan dan kelurahan;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait unluk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan Pembinaan
Kecamatan dan Kelurahan;

i. menyelenggrakan kegiatan administrasi urusan
Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

j. melaporkan., ,

I
i



7

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan.

(3) Sub Bagian Pertanahan dan Batas VVilayah mcmpunyai
tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian

Pertanahan dan Batas Wilayah pertanahan dan batas
wilayah ;

b. menyclenggarakan Inventarisasi Aset daerah milik
Pemerintah Kota Palembang;

c. melakukan inventarisasi terhadap permasaiahan
pertanahan dan batas wilayah;

d. merumuskan kebijakan pengembangan wilayah
perbatasan;

e. melakukan pemetaan batas wilayah Kecamatan dan
Kelurahan;

f. memfasiltasi pelaksanaan kebijakan perubahan batas
wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka
penalaan daerah;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
keiancaran pelaksanaan tugas;

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
pertanahan dan batas wilayah;

i. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
pertanahan dan batas wilayah;

j. melaporkan hasil kerja dan eapaian kinerja; dan
k. mclaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh kepala bagian pemerintahan.

Paragraf 2
Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

(1) Bagian Kesejahtcraan Rakyat mempunyai tugas
memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan
pelayanan urusan dibidang kesejahteraan rakyat meliputi
agama, sosial, keschatan, kesejahteraan rakyat.pendidikan,
kehudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di biriang

kesejahteraan rakyat;
b. pelaksanaan program dan petunjuk leknis di biciang

kesejahteraan rakyat;
c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

kesejahteraan rakyat;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9...
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Pasal 9

( 1) Sub Fiagian Agama dan Sosial, melaksanakan tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan dibidang

Agama dan Sosial;
b. rnengumpulkan bahan informasi regulasi bidang Agama

dan Sosial;
c. merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang

Againa dan Sosial;
d. menguinpulkan bahan verifikasi inforrnasi regulasi

bidang Agama dan Sosial;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala

bagian kesejahteraan rakyat tentang langkah-langkah
yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

f. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhariap
kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang Agama
dan Sosial;

g. mengkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi
lain di bidang Agama dan Sosial;

h . melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Agama dan sosial ;

i. menvelenggarakan layanan adminislrasi urusan agama
dan sosial;

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat,
mempunyai tugas:
a. menyusun rancangan program dan kegiatan di bidang

kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
b. mengupayakan tindakan pertolongan pertama pada

kecelakaan kerja / kegiatan di lingkungan sekretariar
daerah;

c. mcngumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang kesehatan;

d. menginvenlarisasi data peserta jamsoskes semesta kola
untuk ditetapkan dengan keputusan walikota;

e. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan survailans gizi
buruk dan penyakit menular HIV, AIDS skala kola;

f . memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kerjasama amar lembaga dalam pengembangan di bidang
kesehatan;

g. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertolongan
pertama pada kecelakaan kerja/ kegiatan di lingkungan
sekretariat daerah

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
kesehatan dan kesejahteraan rakyat;

i. menyelepggarakan layanan admin istrasi urusan
kesehatan dan kesejahteraan rakyat;

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian...
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(3) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olah Raga, mempunyai tugas:
a. menvusun rencana program dan kegiatan di bidang

pendidikan , kebudayaan, pariwisata pemuda dan olah
raga;

b. mengumpulkan bahari dan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah
raga;

c. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional
pendidikan , pemuda dan olah raga;

d. memfasilitasi penyelcnggaraan peringatan hari-hari besar
yang berkaitan dengan bidang pendidikan, pemuda dan
olah raga;

e. memantau penyelcnggaraan kegiatan di bidang
pendidikan, pemuda dan olah raga;

f. mengkoordinasikan pemenuhan standar nasional sarana
dan prasarana pendidikan , pemuda dan olah raga;

g. memfasilitasi dan memberi dukungan terhadap aktivitas
kepemudaan dan olah raga;

h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan
peningkatan kegiatan olah raga di lingkungan sekrerariat
daerah;

i. mclakukan pengcndalian dan evaluasi kebijakan urusan
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga;

j. menyelenggarakan layanan admiriistrasi urusan
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah
Raga

l. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang lugasnya.

Paragraf 3
Bagian Hurnas

Pasal 10

( 1 ) Bagian Hurnas, mempunyai tugas memfasilitasi perumusan
kebijakan; koordinasi program dan pelayanan urusan
kehumasan rneliputi bina huburigan media, dokumentasi,
penerbitan, data, informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Hurnas, mempunyai fungsi:
a. penmsunan rencana program dan kegiatan di bidang

Hurnas;
b. pelaksanaan program dan peiunjuk teknis di bidang

I lumas;
c. pengawasan, pembinaan dan pengcndalian di bidang

Hurnas;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/Insransi Iain di bidang hubungan
masyarakat;dan

f. pelaksanakan rugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasari sesuai dengan tugas can fungsinya.
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Pasal 11

(1) Sub Bagian Bina Hubungan Media, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan Kegiatan di bidang bina

hubungan media;
b. menginventarisasi permasalahan di bidang hubungan

masvarakat;
c. menyusun mekanisme pelayanan media;
d. mengkoordinir liputan media;
e. memanfaatkan media tradisiorial dan multi media;
f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kclancaran pelaksanaan tugas;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

Bagian Humas tentang langkah-langkah yang perlu
diambi1 sesuai dengan bidang rugasnya;

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Bina Hubungan Media;

i* menyelenggarakan layanan administrasi urusan Bina
Hubungan Media

j. menginventarisasi permasalahan di bidang Humas;
k. membuat naskah dan menvampaikan radio spot,

pengumuman, siaran pers, klarifikasi berita;
1- melaksanakan penyebaran infonnasi secara insidcntil

malalui media;
m . melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
n. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan, mempunyai tugas:
a. menyusun reneana program dan kegiatan di bidang

dokumentasi dan penerbitan;
b. mercncanakan, mengkoordinasikan, menyusun dan

menerbitkan buku peta pelayanan publik pemerintah
kota;

c. menghimpun data sekundcr pada unit / instansi/ ketja di
jajaran pemerintah kota palembang sebagai
bahan / informasi;

d. menyusun naskah dan menerbitkan buku pidato
Walikota Palembang;

e. membuat dokumentasi, foto / film / video, liputan kegiatan
pemerintah kota;

f. merencanakan, menyusun dan menerbitkan majalah,
brosur / liflet, poster, kalender kegiatan pemerintah kota ;

g. melakukan peneatatan dan pengumpulan, pengaturan
buku, rcflensi dan dokumentasi di bagian humas;

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Dokumentasi dan Penerbitan ;

i. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
Dokumentasi dan Penerbitan ;

j. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja ; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian...
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(2) Sub Bagian Dara dan Informasi, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiaian di bidang data

dan informasi;
b. memberikan pelayanan informasi kegiatan kedinasan

Walikota dan Wakil Walikota kepada publik;
c. melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/ instansi lain dibidang Humas;
d. melakukan pengendalian dari evaluasi kebijakan urusan

Data dan Informasi;
e. mcnyelenggarakan layanan administrate urusan Data

dan Informasi
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala

bagian humas tentang langkah-langkah yang periu
diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. mclaksanakan tugas kedinasari lain sesuai dengan

bidang Lugasnva.

Paragraf 4
Bagian Protokol

Pasal 12

( 1} Bagian Protokol , mempunyai tugas memfasilitasi perumusan
kebijakan , koordinasi program dan pelayanan urusan
keprotokolan meliputi Tata Usaha Pimpinan , Perjalanan
Dinas Pimpinan dan pengaturan serra penyiapan acara
pimpinan ,

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ), Bidang Protokol, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

protokol;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

protokol;
e. pengnwasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

protokol;
d. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/ instansi lain di bidang protokol;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dtberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Tala Usaha Pimpinan, mempunyai tugas;

a, menyusun rencana program dan kegiatan di bidang tata
usaha pimpinan;

b. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di
bidang tata usaha pimpinan;

e. membuat jadwal kegiatan pemerintah kota palembar.g;
d . mcngelola surat menyurat untuk walikota dan wakil

walikota;

e. mengamr...
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e. mengatur persiapan kegiatan rapar , upacara dan tempat
kendaraan pimpinan;

f. melakukan pengendalian dan cvaluasi kebijakan urusan
Tata Usaha Pimpinan;

g. menyelenggarakan layanan administrasi urusan Tala
Usaha Pimpinan;

h . melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(2) Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan , mempunyai tugas:

a. menyusun rancangan program dan kegiatan di bidang
Perjalanan Pimpinan;

b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

c . memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian protokol tentang langkah-langkah yang perlu
diambi1 sesuai dengan bidang tugasnya;

d. melakukan pengendalian dan cvaluasi kebijakan urusan
Perjalanan Dinas Pimpinan;

e. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
Perjalanan Dinas Pimpinan;

f. mempersiapkan perjalanan dinas Pejabat dan PNS
Pemerintah Kota Paiembang;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Protokol dan Acara, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

protokol dan acara;
b. membuat jadwal kegiatan pemerintah kota paiembang;
c. memberikan pelayanan informasi kegiatan kedinasan

vvalikota dan wakil walikota kepada publik;
d. mengatur jadwal penerimaan tamu pimpinan;
c. mengurus, menoatat dan menghimpun prestasi

penghargaan pemerintah kota paiembang;
f. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan

protokol dan acara;
g. menyelenggarakan layanan administrasi urusan

protokol dan acara;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
1, melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

( *
1

i i , V " i *

Bagian Ketiga... .
\
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Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 14

(1) Asisten Perekonomian dan Pcmbangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan cvaluasi bidang Perekonomian dan
Pembangunan;

(2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , Asisten Perekonomian dan Pembangunan
mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penvusunan kebijakan pemerinrah

kota di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

sesuai lingkup koordinasinya;
c. penataan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

kota di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
d . pelayanan administratif perangkat daerah sesuai dengan

lingkup koordinasinya;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 1
Bagian Administasi Pembangunan

Pasal 15

(1) Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas
memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan
pelayanan urusan Administrasi Pembangunan meliputi
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan
Kawasan Pemukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan , mempunyai
fungsi:
a. penvusunan administrasi rencana program dan petunjuk

leknis di bidang administrasi pembangunan;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

administrasi pembangunan;
c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

administrasi pemba ngunan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan pelaksanaan tugas;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/instansi lain di bidang administrasi
pembangunan;

f. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10...

U H
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Pasa 16

(1) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
mempunvai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. menghimpun data dan mcnyampaian laporan rcalisasi

kegiatan pckcrjaan umum dan penataan ruang;
c. menetapkan kebijakan implementasi rencana rindak

kota;
d. mengkoordinasikan pclaksanaan survey, pendataan ,

pengujian dan pengendalian mutu;
e. mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya

air;
f. mengkoordinasikan kegiatan percncanaan, pembinaan

dan pengawasan pembangunan perumahan;
g. mengkoordinasikan pembinaan peningkatan kinerja jasa

konstruksi;
h. mcmlasilitasi dan mengkoordinasikan penanggulangan

bencana banjir dan bencana aiam;
i. meneliti dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat

yang terkait dengan masalah di bidang administrasi
pembangunan, keciptakaryaan dan kebinamargaan;

j. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Administrasi Pembangunan;

k. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang;

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian pembangunan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

m. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh
kepala bagian administrasi pembangunan,

(2) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Permukiman , mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Permukiman;
b. mengkoordinasikan pengelolaan dan pemeliharaan iampu

jalan beserta pcralatannya;
c. mengkoordinasikan kebijakan teknis pengukuran atau

pemetaan, pemetaan baru dan revisi serta pematokan
rencana kota;

d. mengkoordinasikan pembuatan Rencana Tapak (Site Plan)
suatu kawasan;

e. mengkoordinasikan kegiatan penertiban dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan yang mclanggar ketentuan
izin yang diberikan;

f. meneliti dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat
yang terkait dengan masalah dibidang jxjnataan mang,
fasilias dan ulilitas perkotaan;

g. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Permukiman;

h. menyelenggarakan kegiatan administrasi urusan
Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Permukiman;

i. memberikan,...
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i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian pembangunan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil scsuai dengan bidang tugasnya; dan

j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.

(3) Sub Bagian Perhubungan , Komunikasi dan Informasi,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
b. mengkoordinasikan pcnyelenggaraan kegiatan

pembinaan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi;

c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan perhubungan, komunikasi dan informasi;

d. menellti dan mengkoordinasikan pengaduan
masyarakat yang terkait dengan masalah di bidang
perhubungan, komunikasi dan informasi;

e. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

f. menyclenggarakan layanan administrasi urusan
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bagian Pembangunan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan.

Paragraf 2
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi
program dan pelayanan urusan Perekonomian dan Sumber
Daya Alam meliputi Tenaga Keija, Perindustrian, Koperasi
dan UKM, lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian,
Perikanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan
Perusahaan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

perekonomian dan sumber daya alam;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

perekonomian dan sumber daya alam;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan...
W &
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d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/instansi lain di bidang perckonomian dan
sumber daya alam;

e. pelaksanaan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh
Asisten Perckonomian dan Pembangunan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan,
Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas;
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan pengelulaan
basil perindustrian, perdagangan dan koperasi;

c. mengkoordinasikan data kebutuhan serta
perkembangan harga 9 (sembilan) bahan pokok;

d. inemfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan bazar / pasar murah /operasi pasar sembako;

e. mengkoordinasikan bantuan permodalan bagi usaha
kecil/mikro/ pedagang kaki lima.

f. mengkoordinasikan penanganan masalah di bidang
perindustrian, perdagangan dan koperasi;

g. mengkoordinasikan kegiatan promosi potensi daerah,
produk unggulan dengan instansi teknis terkait;

h. melakukan koordinasi kebijakan urusan Tenaga Keija,
Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

i. mengkoordinasikan administrasi urusan Tenaga Keija ,
Perindustrian, Perdagangan, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada kcpala
bagian perekonomian dan sumber daya alam tentang
langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kepala bagian perekonomian dan sumber
daya alam.

(2) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang

Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian , Ketahanan
Pangan dan Perikanan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian,
Ketahanan Pangan dan Perikanan;

c. menyusun dan merumuskan peduman dan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Lingkungan
Hidup, Kebersihan, Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan;

d. memfasiltasi pengembangan, promosi dan peluang
usaha di bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan,
Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

e. pengendalian...

Vi' 93
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e. pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian, Pcrikanan
dan Ketahanan Pangan;

f. mengkoordinasikan layanan administrasi urusan
Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertanian, Perikanan
dan Ketahanan Pangan;

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian perekonomian tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya; dan

h. metaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kepala bagian perekonomian dan sumber
daya alam.

(3) Sub Bagian Penanaman Modal dan Perusahaan Daerah
mempunyai tugas:
a. menyusuri rencana program dan kcgialan di bidang

penanaman modal daerah dan perusahaan daerah;
b. menghimpun data dan laporan mengenai penanaman

modal daerah dan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);

c. menyelenggarakan koordinasi peningkatan dan
pengembangan potensi penanaman modal daerah;

d. mclaksanakan pembinaan penanaman modal daerah;
e. memfasilitasi kegiatan promosi di bidang penanaman

modal daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
f. mengkoordinasikan dengan perusahaan daerah;
g. mengkoordinasikan layanan administrasi urusan

Penanaman Modal dan Perusahaan Daerah
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala

bagian perekonomian tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

i. mclaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kepala bagian perekonomian.

Paragraf 3
Bagian Layanan Pengadaan

BaTang dan Jasa

Pasal 19

(1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas memfasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi
program dan pelayanan urusan layanan Pengadaan Barang
dan Jasa meliputi Pembinaan Pengelolaan Barang dan
Jasa, Pengadaan Barang dan Jasa, Informasi, Sengkeia
Barang dan Jasa.

(2) Untuk...
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(2) TJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {!), Bagian Lavanan Pengadaan Barang dan Jasa
mcmpunyai fungsi:
a. pcnyusunan rencana program dan kegiatan di bidang

lavanan pengadaan barang dan jasa;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

lavanan pengadaan barang dan jasa;
c. pelaksanaan program dan petunjuk terns di bidang

lavanan pengadaan barang dan jasa;
d. menjamin adanya kepastian hukum dalam proses

Pengadaan Barang/Jasa;
e. pelaksanaan kuordinasi dan fasilitasi penyampaian

informasi pengadaan barang jasa;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
tugas dan fungsinva.

Pasal 20

(1) Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Barang dan Jasa,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di

bidang pembinaan pengelolaan barang dan jasa;
b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

dalam pembinaan pengelolaan barang dan jasa;
c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan

aparatur di bidang pengembangan barang dan jasa.
d. melaksanakan evaluasi dalam pembinaan dan pengelola

barang dan jasa;
e. melaksanakan koordinasi penilaian angka kredit

pejabat fungsiunal (Ahli) pengadaan barang dan jasa;
f. meiakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan

Pembinaan Pengelolaan Barang dan Jasa;
g. menyelenggarakan lavanan administrasi urusan

Pembinaan Pengelolaan Barang dan Jasa;
h. memberiknn saran dan pertimbangan kepada Kepala

Bagian Lavanan Pengadaan Barang dan Jasa tentang
langkah-langkah yang pcrlu diarnbil sesuai dengan
bidang tugasnya;

i. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan di

bidang pengadaan barang dan jasa;
b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pengadaan barang dan jasa;
c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan

penyusunan rencana urnum pengadaan barang dan jasa;
d. melaksanakan fasilitasi dan koordnasi penyelenggaraan

pengadaan barang dan jasa pemerintahan;
c. meiakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan

Pengadaan Barang dan Jasa;
f. menyelenggarakan layanan administrasi urusan

Pengadaan Barang dan Jasa;

g. memberikan...

^ \
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g memberikan saran dan perlimbangan kepada kepala
bagian layanan pengadaan barang dan jasa tentang
langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan
bidang tugasnya;

h. melaporkan basil kcrja dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.
(1) Sub Bagian Informasi dan sengketa Barang dan Jasa,

mcmpunvai tugas:

(2) menyusun rencana program dan kegiatan di bidang
pengadaan barang dan jasa ;
a. menyusun pctunjuk pelaksanaan dan pelunjuk teknis

pcnyampaian informasi dan penyelesaian sengketa
pengadaan barang dan jasa;

b. melaksanakan fasilitas dan koordinasi penyelesaian
sanggah pengadaan barang dan jasa;

c. melaksanakan fasilitas dan koordinasi pelayanan
informasi dan konsultasi pengadaan barang dan jasa;

d. pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan Informasi
dan sengketa Barang dan Jasa;

e. menyclenggarakan kegiatan administrasi urusan
Informasi dan sengketa Barang dan Jasa;

f. inemberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian layanan pengadaan barang dan jasa tentang
langkah-langkah yang perlu diambil scsuai dengan
bidang tugasnya;

C. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. melaksanakan Lugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 21

(1 ) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan,
dan evaluasi bidang Administrasi Umum;

(2 ) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Asisten Asisten Administrasi Umum mempunyai
fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemcrintah

kola, di bidang Administrasi Umum;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

sesuai lingkup koordinasinyo;
c. penataan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemcrintah

kota di bidang Administrasi Umum;
d. pelayanan administrate perangkat daerah sesuai dengan

lingkup koordinasinya;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1...
'U' # I
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Paragraf 1
Bagian Uraum

Pasal 22

( 1 ) Bagian Umum mempunyai tugas memfasilitasi perumusan
kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan di
bidang Tata Usaha, Pertengkapan, Rumah Tangga, Tata
Usaha Staf Ahli.

(2) Untuk rnelaksanak <m tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), Bagian Umum, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rcncana program dan kegiatan di bidang

umum,

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
umum.

c. pengawasan , pembinaan dan pengcndalian di bidang
umum.

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/ instansi lain di bidang umum.
f. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikun oleh arasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

( 1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
a . menyusun rcncana program dan kegiatan di bidang tata

usaha dan administrasi kepegawaian;
b. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan

melekat terhadap staf yang dibawahinya;
c. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai

dengan kewenangannya ;
d. melaksanakan urusan tata usaha umum di lingkungan

sekretariat daerah;
e. mengelola administrasi surat menyurat untuk asisten

sekretaris daerah dan sekretaris daerah;
f. mencatat dan mcnomori surat masuk dan surat keluar

serta mengolah kartu kendali sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undang yang berlaku;

g. memberikan pelayanan dan penyampaian surat yang
menjadi tugasnya;

h. mcneliti kclcngkapan lampiran naskah dinas yang
diperlukan;

i. membina dan mengendalikan kearsipan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

j. mengatur penggunaan stcmpcl jabatan pimpinan dan
stempel dinas yang diperlukan;

k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian di
lingkungan sekretariat daerah untuk proses lebih lanjut
di BKD dan Diktat;

l. menyiapkan keperluan dan kclcngkapan apd pagi
termasuk Petugas Apel;

i

, *

L * ;

i

menyiapkan...
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m. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan
urusan Tata Usaha;

n. menyelcnggarakan layanan administrasi urusan Tata
Usaha;

o. raemberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian umum tentang langkah-langkah yang perlu
diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh kepala bagian umum.

(2) Sub Bagian Perlengkapan, mempunyai tugas:
a. mcnyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

perlengkapan;
b. menentukan kebutuhan pada perencanaan scbagai

pcdoman pelaksanaan pemenuhan kebutuhan
barang/jasa yang dituangkan dalam perkiraan
anggaran;

c. menyiapkan rencana untuk penyelenggaraan
pengadaan barang/ jasa dilingkungan sekretariat
daerah kota palembang;

d. melaksanakan rencana kegiatan di bidang pengadaan
barang/ jasa di lingkungan sekretariat daerah kota
palembang;

e. raenerima, meneliti penyeleksian dan evaluasi terhadap
penawaran harga yang masuk;

f. memeriksa dan menerima serta menyalurkan hasil
pengadaan dan dituangkan dalam berila acara;

g. mengendalikan penatausahaan (inventarisasi,
pembukuan/ pencatatan, pelaporan, pengkodefikasian)
terhadap barang milik daerah di lingkungan sekretariat
daerah kota palembang;

h. melakukan koordinasi dengan unit keija terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan
urusan Perlengkapan;

j. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
Perlengkapan;

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

l. melaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian

Rumah Tangga;
b. mengurus keperluan rumah tangga Pemerintah

Daerah dan rumah jabatan;
c. memberikan pelayanan penggunaan kendaraan dinas

beserta kelengkapannya;
d. menyelcnggarakan administrasi penomoran kendaraan

dinas;

e. mengendalikan. . .

n' &
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e. mengendalikan pemeliharaan dan perawatan rumah
jabalan dan sarana dan prasarana lainnya di
lingkungan sekretariat dacrah;

f. mengendalikan pemeliharaan, perawatan dan
perbengkclan kendaraan dinas;

g. merencanakan dan menyiapkan ruangan serta
akomodasi untuk rapat dan upacara serta pertemuan
lainnya;

h. melakukan pengawasan atas gangguan peralatan
kantor dan inslalasi lisirik di lingkungan sekretariat
daerah;

i. mengurus, penyediaan , penyimpanan dan pengeluaran
bararig untuk keperluan sekretariat daerah;

j. melakukan pengcndalian dan evaluasi kebijakan
urusan Rumah Tangga ;

k. inenyelenggarakan layanan administrasi urusan Rumah
Tangga;

l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

m. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(4) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli , mempunyai tugas;

a. inenvusun rencana program dan kegiatan sub bagian
tata usaha staf ahli;

b. mcngclola administrasi surat menyurat untuk tata
usaha staf ahli;

c. meneatat dan menomori surat masuk dan surat keluar
serta mengolah kartu kendali sesuai dengan ketentuan
peraruran perundang-undang yang berlaku;

d. melaksanakan urusan tata usaha umum di lingkungan
sekretariat daerah;

e. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Tata Usaha Staf Ahli;

f. inenyelenggarakan layanan administrasi urusan Tata
Usaha Staf Ahli

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaporkan basil kerja dan eapaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
- i i 1

' 1 : 5 . " * - a
Paragral 2

Bagian Administrasi Keuangan

Pasal 24
{ - » It- . _ V

c, ' . *(1) Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas
memfasilitasx perurnusan kebijakan, koordinasi program dan
pelayanan urusan Administrasi keuangan meliputi
Anggaran, Akuntasi Pelaporan, Perbendaharaan, Verifikasi.

*
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(2) Untuk...
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(2} Untuk mclaksariakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayar (1), Belgian VVdniinistrasi Keuangan , mempunyai fungsi:
a. penyusunan rcncana program dan kegiatan di bidang

admin istrasi keuangan;
b. pelaksanaan program dan petunjuk tcknis di bidang

administrasi keuangan;
c . pengawasari, perribinaan dan pengendalian di bidang

administrasi keuangan;
d pelaksanaan evaiuasi dan pclaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordmasi dan kerjasama dengan

lembaga/ instansi lain di bidang administrasi keuangan;
dan

f. pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Sub Bagian Anggaran, mempunyai i.ugas:
a. mcnyuEun rencana kegiat&n Sub Bagiari Anggaran;
b . meiakukan kuurdinasi dengan satuan Kcrja terkait ;
c. menyusun rencana dan perubahan anggaran dan

bclanja daerah;
d. menyusun teknis pelaksanaan APRD;
e. menyusun APB!) dan Perubahan APBD di Lingkungan

SekretariaL Daerah yang akan disampaikan ke DPRD;
f. menyusun anggaran Sekretariat Daerah dan anggaran

Walikma /Wakii Walikota;
g. menyusun RKA dan DPA/ DPPA Sekretariat Daerah dan

Walikota/ Wakil Walikota ;
h. meiakukan pengendalian keuangan dan pelaksanaan

anggaran di Lingkungan Sekreiariat Daerah;
i. inenviapkuu anggaran kas di Lingkungan Sekretariat

Daerah;
j . meiakukan monitoring dan evaiuasi atas pelaksanaan

anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah;
k . meiakukan penelitian terhadap setiap permintaan

anggaran rutin maupun pembangunan;
l. meiakukan pengcndalian dan evaluasi kebijakan urusan

Anggaran;
m. menyelenggarakan layanan administrasi urusan

Anggaran
n. menyusun sasarsn kerja , mengukur capaian kerja dan

menetapkan penikuaii prestasi kerja bawahan;dan
o. meimisun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub

Bagian Anggaran.

(2) Sub Bagian Akuntansi dan Pclaporan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Rub Bagian Akuntansi dan

Pelaporan ;
b. meiakukan inventarisasi permasalalian dan menyiapkan

bahan /data bagi pemecahan masalah pembukuan;
c. melaksanakan akuntansi keuangan Sekretariat Daerah ;
d. rrienyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah;
e. menyusun laporan akuntansi:

f. meiakukan...

i
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f . melakukan pemeriksaan dan perielirian tevhadap
rcalisasi anggaran ruhn;

g. menyusun perhitungan anggaran;
h. melakukan pengendalian dan cval^asi kebijakan urusan

Akuntansi dan Pelaporan ;
i. meuyelenggarukan layanan administrasi urusan

Akuntansi dan Pelaporan ;
j. melakukan penelitian terhadap hukri kas/ bank

mengenai anggaran;
k. menyusun laporan mcngenai anggaran triwulan,

semesteran dan tahunan;
l . mcneliti kelengkapan dokumen laporan

pertanggungjawaban dan kebenaran dari bukti -bukti
pengeluaran yang dilampirkaft;

m. mclakukari kourdinasi dengan unit kerja terkait vwituk
kelancaran pelaksanaan tugas;

n. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan di lingkungan Sekretariat
Daerah;dan

o. mcn > usun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub
Bagiart Akuntansi dan Pelaporan;

p. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
q. mclaksanakari tugas leedinasari lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

[3) Sub Bagism Perbendaharaan dan Verifikasi:
a. menyusun rencana kegiatan sub bagian

perbendaharaan dan verifikasi;
b. membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk

kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi

terkait bclanja langsung;
d. melaksanakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan

kegiatan verifikasi belanja;
C - melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban {SPJ )

belanja dari bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah;
f. menyiapkan dan memverifikasi SPP serta

Kef cngkapannya;
g. melakukan verifikasi harian alas penerimaan dan

pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah;
h. menejiti kebenaran claftar gaji atau tunjangan yang

dikeluarkan o!eb pembuat daftar gaji ;
i . menyiapkan Surat Perintah Membayar Uang;
j. menerbirkan SPP, RPM , SPPD, sural Lugas, sural

perjalanan dinas ( SPDj Sekretariat Daerah;
k. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

Perbendaharaan dan verifikasi di Lingkungan
Sekretariat Daerah ;

L menyusun sasaran kerja, mengukur eapaian kerja dan
menelapkan penilaian prestasi kerja bawahan;

m. melakukaFi pengCiidalian dan evaluasi kebijakan urusan
Perbendaharaan dan Verifikasi;

. ' b S i
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n. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
Perbendaharaan dan Verifikasi;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub
Bagiari Perbendaharaan dan Verifikasi

p. melaporkan hasii kerja dan capaian kinerja; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 26

( 1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai :ugas
memfasilitasi perumusan kebijakan , koordinasi program
dan pclayanan urusan pcmcrintahan mcliputi Pcrundang-
Undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi dan
Informasi Hukum.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 ) , Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan pctunjuk teknis di

bidang hukum dan HAM ;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

hukum dan HAM ;
c. pengawasan , pembinaan dan pengendalian di bidang

hukum dan HAM;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan

lembaga/ instansi lain dibidang hukum dan HAM;
1\ pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olch

walikota.

Pasal 27

(1) Sub Bagian Perundang-Undangan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

peraturan pcrundan g-undangan;
b. melaksanakan harmonisasi produk hukum daerah

dengan peraturan pcrundang-undangan yang lebih
tinggi;

c. menyusun, mengkaji dan mengkoordinasikan
perumusan produk hukum daerah;

d. mcngajukan rancangan peraturan daerah kepada DPKD
untuk dilakukan pembahasan dan menyampaikan
kepada Gubernur untuk meridapatkan klarifikasi dan
evaluasi;

c. mengikuti proses pembahasan rancangan peraturan
daerah dengan DPRD;

f. melaksanakan...

I ‘ 1 I
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f. melaksonakan autensifikasi produk hukum daerah;
g. menyusun Program Pembentukan Pcraturan Daerah;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
i. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan

Perundang-Undangan;
j- menyelenggarakan Iayanan administrasi urusan

Perundang-Undangan;
k. memberikan pendapat atau kajian hukum dalam hal

penafsiran dan penerapan ketenruan dalam produk
hukum daerah;

l. memfasililasi kegialan percepatan reforrnasi birokrasi
dibidang pcraturan perundang-undangan;

m. menyelenggarakan bimbingan teknis tentang
pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah;

n. mengkaji dan mengkoordinasikan perumusan naskah
MOU, surat perjanjian dan keputusan;

o. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran dan pelaksanaan tugas;

p. memberikan saran dan perilmbangan kepada kcpala
bagian hukum dan ham, tentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

p, melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
q. meiaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

bariluan hukum dan HAM;
b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka

penyelesaian sengketa hukum;
c. menangani perkara perdata dan tata usaha negara

dalam hubungan kedinasan;
d. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum kepada

sernua unsur pemerintah daerah mengenai masalah
hukum yang timbul dalam pelaksanaan lugas;

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
atau tim advokasi yang dirunjuk walikota dalam rangka
pclaksanaan bantuan hukum perkara pidana bagi
aparat pemerintah kota yang terjerat perrnasalahan
pidana terkait dengan pelaksanaan tugasnya;

f. melakukan monitoring pelaksanaan advokasi pemberian
bantuan hukum dan HAM bagi warga masyarakat tidak
mampu dalam daerah;

g. melakukan pendampingan bagi aparat pemerintah kota
yang terlibat perrnasalahan hukum, menjadi saksi dan
atau terdakwa yang terkait dalam bidang tugasnya;

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;

i. menyelenggarakan lavanan administrasi urusan
Bantuan Hukum dan Ilak Asasi Manusia;

j. melakukan koordinasi pengumpulan bahan dan data
dalam rangka pelaksanaan penyuluhan produk-produk
hukum;

k. memberikan...
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k. memberikan penyuluhan dan publikasi produk hukum
daerah;

l. memfasilitasi kcgiatari Rencana Aksi Hak Asasi Manusia
(RAMIIAM );

m . memfasilitasi kegiatan percepatan rei’ormasi birokrasi
dibidang bamuan hukum dan HAM;

n. memfasilitasi penyelenggaraan unit pcngaduaan
masyarakat;

o. melakukan pembinaan poningkatan kapasitas PP.\S;
p. melakukan koordinasi dengan unit kerja rerkait untuk

kelancarari pelaksanaan tugas;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala

bagian hukum dan HAM , Lentang langkah-langkah yang
perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

r. melaporkan hasil kerja dan capaian kineija; dan
s. melnksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Dokomentasi dan Informasi Hukum,
mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan sub bagian

dokumentasi dan informasi hukum;
b. memberikan pedoman keputusan walikota;
c. mengundangkan peraturan daerah dan peraturan

walikota;
d. melakukan dokumentasi terhadap produk hukum

daerah;
e. memberikan sosialisasi dan informasi tentang produk

hukum daerah untuk dapat diketahui masyarakat luas;
f. membangun sistem jaringan hukum baik dengan

instansi vertikal maupun horizontal;
g. menyediakan perpustakaan produk-produk hukum

daerah guna kelancaran birokrasi sena dapat diakses
masyarakat luas;

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Dokomentasi dan Informasi Hukum;

i. menyelenggarakan layanan administrasi urusan
Dokomentasi dan Informasi Hukum

j. mendistribusikan buku himpunan produk hukum kora
palembang keseluruh SKPD;

k. melakukan pengarsipan terhadap produk-produk
hukum daerah;

l. memperbnnyak dan menyebar luaskan produk hukum
daerah;

m. melakukan koordinasi dengan badau perpustakaan arsip
dan dokumentasi daerah dalam hal pengumpulan
bahan-hahan dokumentasi dan informasi hukum.

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada asisten
pemerintahan tentang langkah langkah yang perlu
diambil sesuai dengan bidang tugasnya;

p. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

% - i
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Paragraf 4
Bagian Organisasi dan Tata laksana

Pasal 28

(1) Bagian Organisasi dan Tala laksana mempunyai tugas
memfasilitasi pcrumusan kebijakan , koordinasi program
dan pelayanan urusan pemerintahan mcliputi
Kelembagaan , Kepegawaian dan Analisa Jabatan, Tata
Laksana , Pelavanan Publik, Akuntabilitas dan Reformasi
Rirokrasi.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) , Bahian Organisasi dan Tata Laksana , mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang organisasi dan rata laksana;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

organisasi dan tata laksana;
c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang

organisasi dan tata laksana;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sarna dengan

lembaga/ instansi tain;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bub Bagian Kelembagaan , Kepegawaian dan Analisa
Jabatan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

kelembagaan , kepegawaian dan analisa jabatan;
b. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan

perangkat daerah;
c. menyediakan bahan database perangkat daerah;
d. melakukan penataan perangkat daerah, membentuk,

menggabungkan dan menghapus perangkat daerah kota
atau lembaga lainnva yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan;

e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi
peraturan perundang-undangan di bidang
kelembagaan, analisa dan formas! jabatan;

f. melakukan rcstrukturisasi dan penataan tugas dari
fungsi u n i t kerja;

g. menyiapkan bahan instmmen analisis jabatan
berdasarkan sistem dan prosedur analisa jabatan;

h. melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisa Jabatan;

i. menyelenggarakan layanan adrninistrasi urusan
Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisa Jabatan

j. mclaksanakan pedoman analisis jabatan perangkat
daerah kota;

k. mcnganalisa ...k
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k. menganalisis dan mengolah data analisis jabatan untuk
memperoleh uraian jabaran dan peta jabatan;

l . melakukan analisis dan pengkajian tcrhadap struktur
organisasi perangkat dacrah;

m. memfasilitasi kegiatan percepatan reformasi birokrasi di
bidang organisasi perangkat dacrah;

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. memberikan saran dan pertimbangan kcpada kepaia
bagian organisasi dan tala laksana tentang langkah-
langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya;

p. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
q. melaksanakan Lugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Rub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik,
mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgiatan sub

bagian tata laksana dan pelayanan publik:
b. menyusun pedoman dan petunjuk tcknis standarisasi

pengaturan standar kerja;
c. menyusun petunjuk teknis dan pedoman tata naskah

dinas dilingkungan pemerintah kota palembang;
d. memfasilitasi dan mensosialisasikan penyelenggaraan

tata naskah dinas di lingkungan pemerintah kota;
e. melakukan pcngcndalian dan evaluasi kebijakan

urusan Tata Laksana dan Pelayanan Publik;
f. menyeienggarakan lava nan administrasi urusan Tata

Laksana dan Pelayanan Publik;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
h. memfasilitasi perangkat daerah dalam mengembangkan

Sistem lnovasi Pelayanan Publik (S1NOVIK);
i. mcmiasilitasi pelaksanaan Survey Kepuasan

Masvaiakat (SKM};
j. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepaia

bagian organisasi dan tata laksana tentang langkah-
langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya;

k. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi,
mempunyai tugas
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub

bagian akuntabilitas dan reformasi birokrasi;
b. menyusun Rencana Kerja (Kcnja) dan Rencana Stratcgis

(Renstra) Sekretariat Daerah
c. menyusun visi dan misi Rekrerariai Daerah
d. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LK1P);
e. memfasilitasi kegiatan pereepatan reformasi birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

f. menyeienggarakan...
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f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melakukan pcngendalian dan evaluasi kebijakan urusan
Akuntabilitas dan Reforrrtasi Birokrasi;

h . menyelenggarakan lavanan administrasi urusan
Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi;

i. membcrikan saran dan pertimbangan kepada kepala
bagian organisasi dan tala laksana ten tang langkah -
langkah yang perlu diambil sesuai dengan bidang
tugasnya;

j . melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Kclima

Paragraf 1
Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

Sosial dan Kcmasyarakatan

Pasal 30

( 1 ) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kernasyarakatan
mempunyai tugas mernbantu Walikota dalam memberikan
telahaan mengenai masalah penyelenggaraan
pemerintahan bidang pemerintahan, sosial dan
kcmasayarakatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat ( 1 ) , Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Sosial dan
Kemasyarakatan, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi bidang pemerintahan, sosial
dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. pengkajian dan analisis bidang pemerintahan, sosial
dan kemasyarakatan berdasarkan dengan ketentuon
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
situasi dan kondisi daerah;

c. pemberian pemikiran, saran dan pertimbangan
terhadap penyelesaian masalah bidang Pemerintahan,
Sosial dan Kemasyarakatan;

d. penviapan bahan pertimbangan dalam rangka
implememasi kebijakan bidang pemerintahan, sosial
dan kemasyarakatan;

e. pelaksanaan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan,
sosial dan kemasyarakatan;

f. penyusunan laporari terhadap pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas fungsinya.

Paragraf 2...
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*
Faragraf 2

Staf Ahli Bidang Perekonomian ,
Pemhangunan dan Investasi

Pasal 31

( 1 ) Siaf Ahli Bidang Fcrckonomian, Pembangunan dan Investasi
mcmpunvai tugas membamu Walikota dalam memberikan
telabaan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan
bidang perekonomian , pembangunan dan investasi

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Staf Ahli Bidang Perekoncmian, Pembangunan dan
Investasi, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan inventarisasi bidang perekoncmian.

pembangunan dan investasi vang berkaitan dengan
pcnyelcnggaraan pemerintahan daerah;

b. pengkajian dan analisis bidang Perekonomia.il,
Pembangunan dan Investasi berdasarkan dengan
ketentuan peraturan perur.dang undangan yang bedaku
dan situasi dan kondisi daerah;

e. pemberian pemikiran, saran dan pertimbangan terhadap
penyelesaian masalah bidang perekonomian,
pembangunan dan investasi;

d. penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka
implementasi kebijakan bidang perekoncmian,
pembangunan dan investasi;

e. pelaksanaan konsultasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang berkaitan dengan bidang perekonomian,
pembangunan dan investasi;

f. penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas fungsinya.

Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Keuangan,

Pendapatan Daerah ,
Hukum dan HAM

Pasal 32

1. Staf Ahli Bidang Keuangan , Pendapatan Daerah , Hukum
dan HAM mempunyai tugas membantu Walikota dalam
memberikan telahaan mengenai masalah penyelengaraan
pemerintahan bidang Keuangan , Pendapatan Daerah ,
Hukum dan HAM.

2 . Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) Staf Ahli Bidang Keuangan , Pendapatan Daerah,
Hukum dan HAM , mempunyai fungsi:
a, pelaksanaan inventarisasi bidang keuangan , pendapatan

daerah, hukum dan HAM yang berkaitan dengan
pcnyelcnggaraan pemerintahan daerah;

b. pengkajian...
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b. pengkajian dan analisis bidang kettangan, pendapatan
daerah, hukum dan HAM berdasarkan dengan ketenruan
peraturan pferupdang-undangan yang berlaku dan sit.uasi
dan kondisi daerah;

c. pembemn pcmikiran, sarari dan pertimbangan terhadap
penyelesaian masalah bidang kcuangan, pcndapatan
daerah, hukum dan HAM;

d. penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka
impiemenIasi kebijakan bidang keuangan, pendapatan
daerah, hukum dan HAM;

e. pelaksanaan konsultasi dengan satuan kepia perangkat
daerah yang berkaitan dengan bidang keuangan,
pendapatan daerah, hukurri dan HAM;

f. penyusnnan laporan terhadap pelaksana&n tugas;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas fungsinya.

Pasal 33

Jumlah, nomenklatura susunan organisasi, tugas dan fungsi
Sekretaviat Daerah ditctapkan dalam Pcramran Walikota.

BAR VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pada Sekrctariat bcrasal dari Anggaran Pendapatan
dan Relanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belauja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Lielanja Negara
serta sumber-sumher lainnya yang sah.

DAB VII
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub
Bagian, dan Staf Ahli dalam melaksanakan tugas-lugasnya
wajib imenerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simpitPikasi baik sccara vertikal, horizontal dan diagonal
dalam lingkungan masing-masing vnaupun antar satmm

organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi Jain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Sckretavis Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub
Dagian, dan Btaf Ahli bertanggung j&wab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannva.

(3) ^(tkretaris..
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(3) Sckretaris Daerah , Asisten , Kepala Bagian , Kepala Sub
Bagian, dan Staf Ahli wajib mengikuri dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masirig-
masing serra menvampaikan laporan Lepal wakLu.

(4) Sctiap laporan yang direrima oleh pimpinan saiuan
organisasi dan bawahpn diolah dan diperguttak&n sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunun kebijakan lebih
lanjut.

(5) Dalam hal Kepala Dinas berhalnngan , Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan Senioritas dan kepangkatan ,

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

[ i ) Efektifiras pelaksanaan tugas dan fungal Sekretariat Daerah
sebagaimana diatur dalam Peramran Walikota ini,
wajib dilaksanakart selambat-Iambatnyn pada tanggal
1 Januari 2017.

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau ridak sesuai
dcngan Peraturan Walikota ini dilakukan pcnyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Proscdur dan rnekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi
Sjekretai'iat Daerah yang bersifat internal diatur lebih lanjut oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 3S

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini* Pcraturan Walikota
Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok , Fungsi
dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota,
scbagian telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 23
Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah Dan Staf .Ahli , dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 39...
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Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya , memeriniahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini. dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal IXfiJCrt 20J6

WALIKOTA PALEMBANG

IIARNOJOYO
Diundangkan di Palembang
pada tanggal *0 /OCfUemte*'"

" 2016

SEKRETARiS DAERAII
KOTA PAT .EM HANG

Drs. HAROBIN MASTOFA, M.Si.

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 4ST
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